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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan yang diberikan oleh penulis di atas, bisa disimpulkan 

hal berikut: 

1. Pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang  Perlindungan 

Tenaga Kerja Migran adalah Terdapat kelemahan dalam UU No. 18 

Tahn 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara 

Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Daerah (Perda) 

Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

mengenai pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran yaitu belum 

belum mengatur secara koomperehensip terkait prosedur 

pemberangkatan PMI. 

2. Pelaksanaan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia di Nusa 

Tenggara Barat. Dimulai dari Pranempatan, Masa Penemptan danPurna 

Penempatan. Prapenemptan Disnakertrans NTB calon PMI yang akan 

pergi ke luar negeri diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan 

memenuhi persyaratan yang meliputi keterampilan dan keahlian yang 

didukung oleh sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang. Pelatihan harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan 
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sebelum keberangkatan ke luar negeri. Penempatan dalam program 

perlindungan Disnakertrans sebelumnya telah menyampaikan 

instruksi tentang hak serta kewajiban para calon PMI ketika berada di 

luar negeri untuk bekerja. Namun, hasil studi menyimpulkan bahwa 

para pekerja migran Indonesia (PMI) seringkali tidak memperoleh hak 

dan kewajiban yang layak saat bekerja di luar negeri, Setiap calon 

PMI memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, termasuk 

mendapatkan upah sesuai dengan standar di negara tujuan. 

Perlindungan purna penempatan dilakukan setelah perjanjian kerja 

selesai, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans NTB 

untuk mencatat dan menerima laporan kepulangan PMI dan 

memberikan perlindungan selama perjalanan mereka kembali ke 

Indonesia. Ini bertujuan untuk mencegah gangguan dari pihak-pihak 

yang tidak terlibat dalam perjalanan pekerja Migrant Care 

International (PMI) dari lokasi kerja mereka. 

B. Saran 

Adapun saran-saran mengenai pengaturan pemberangkatan 

pekerja migran indonesia menurut Undang-undang Nomor. 18 tahun 2017 

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut: 

1. Pemerintah Provinsi NTB segera menyusun Peraturan Daerah 

berkaitan dengan pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran 

Indonesia di Provinsi Nusa Tengara Barat. 
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2. Meningkatkan kualitas layanan bagi kandidat pekerja migran baik 

sebelum, selama, maupun setelah penempatan, serta memperbarui 

proses seleksi dokumen untuk menjamin kelengkapan kandidat. Selain 

itu, juga diperlukan peningkatan dalam penyuluhan kepada pekerja 

migran agar memenuhi persyaratan, memiliki keterampilan atau 

keahlian yang dapat didukung dengan sertifikat dari lembaga 

pelatihan yang diakreditasi oleh pihak berwenang. 
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